
SALINAN

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN LAYANAN HUKUM
BAGI MASYARARAT TIDAK MAMPU DI PENGADILAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 56 dan 57, Undang-

Undang Nomor 49 Tahun 2009 Pasal 68 B dan 69

C, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal
60 B dan 60 C, Undang-Undang Nomor 51 Tahun
2009 Pasal 144 C dan 144 D yang mengatur
tentang hak setiap orang yang tersangkut perkara
untuk mcmperolch bantuan hukum dan negara
menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan
yang tidak mampu serta pembentukan pos
bantuan hukum pada setiap Pengadilan Negeri,
Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha
Negara bagi pencari keadilan yang tidak mampu;

b. bahwa Mahkamah Agung RI dan Badan-badan
Peradilan yang berada di bawahnya harus
memberikan akses yang seluas-luasnya kepada
rnasyarakat untuk memperoleh keadilan termasuk
akscs untuk memperoleh keadilan bagi

rnasyarakat yang tidak mampu;
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c. bahwa untuk memberikan akses yang seluas-

luasnya kepada masyarakat yang tidak mampu

maka Mahkamah Agung dan Badan-badan

Peradilan yang berada di bawahnya bermaksud

menyelenggarakan kegiatan Pemberian Layanan

Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di

Pengadilan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c

perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Agung

tentang Pemberian Layanan Hukum bagi

Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Mengingat : 1. Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In

De Gewesten Buiten Java En Madura (Staatsblad

Tahun 1927 Nomor 227);

2. Het Herziene Inlandsch Reglement (Staatsblad

Tahun 1941 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang

Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4282)

5. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5076);
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